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Undang - undang No.7 tahun 1983 tentang Pgjak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yayasan dari
modal dan kegiatan usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial,
dikecualikan sebagai objek pagjak penghasilan.

<br><br>

Daam perkembangannya, terdapat kegiatan usaha yang mencari keuntungan, berlindung dibalik nama
yayasan yang bertujuan unluk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Akibatnya sulit membedakan
yayasan mana yang bertujuan sosial dan yang mana yang bukan bertujuan sosial.

<br><br>

Dengan adanya perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 menjadi undang- undang nomor 10
tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000, maka tidak lagi mengatur
penghasilan yang dikecualikan dari objek pgjak. Dengan demikian, jika yayasan mempunyai selisih lebih
atau keuntungan yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek pajak setelah dikurangi biayayang
diperkenankan akan dikenakan pajak penghasilan.

<br><br>

Dengan adanya perubahan tersebut, mengarahkan penulis untuk membahas permasal ahan yang berhubungan
dengan perencanaan pajak pada yayasan. Y ayasan sebagai suatu |embaga sekaligus salah satu bentuk usaha,
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan satu dengan usaha lainnya. Perlunya perencanaan perpajakan
bagi yayasan merupakan suatu usaha meminimalisasi pembayaran pagjak sesuai dan diperbolehkan undang-
undang perpajakan atau dengan cara penghematan pajak dengan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak
dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpg akan yang berlaku atau yang
lebih dikenal dengan tax avoidance.

<br><br>

Dengan kondisi demikian, yayasan sebagai salah satu bentuk usaha yang mempunyai kewgjiban perpajakan
sama dengan badan usaha lainnya memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola
pajak (tax planning) yang tepat, dimana badan usaha dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.

<br><br>

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan perpajakan
(tax planning) Y ayasan UQ, keterkaitan antara perencanaan perpajakan Y ayasan UQ dengan perundang-
undangan dan peraturan perpajakan yang selanjutnya dengan perencanaan perpaakan tersebut, diperoleh
beban pagjak minimal sehinggatercapai tujuan Y ayasan.

<br><br>

Penelitian ini menggunakan berbagal |andasan teoritis sebagal dasar untuk melakukan analisis, diantaranya
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konsep-konsep yang berkaitan dengan perencanaan manajemen dan perencanaan pgjak, konsep tentang
motivas dilakukannya perencanaan pajak, serta tahap-tahap perencanaan pajak sampai dengan tekhnik dan
praktek dalam melakukan perencanaan pajak.

<br><br>

Dari hasil analisis diketahui bahwa Y ayasan UQ telah melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang telah berjalan ini perlu ditingkatkan lagi
mengingat sumber dana pada tahun 2005 dan 2006 berbeda. Pada tahun 2005 terdapat sumber pendapatan
yang tidak dapat dikenakan pajak sedangkan pada tahun 2006 telah dimulai adanya usaha dari suatu
kegiatan yang tentu sgja selisih lebih dari kegiatan ini akan dikenakan pajak.

<hr><i>Law number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of foundation from capital and
operational activitiesthat are solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income
tax object.

<br><br>

In its development, there are some activities that have benefit which namely foundation, as for public
interest or for social. It?s caused difficult to difference which foundation is For social and which oneis not.
<br><br>

The change of law number 7 of 1983 on income tax to law number 10 of 1994 and lastly amendet to law
number 17 of 2000, so not longer arrange the income exempted from the tax object. Accordingly, if a
foundation has any surplus or profit obtained from the income being deducted by he allowable cost, be
subject to income tax.

<br><br>

With this changing, aimed writer to discuss the problem which related to tax planning in foundation.
Foundation as a foundation and corporate, have aright and tax duty with others. The important of tax
planning for Foundation is minimum effort of tax payment to complie with the tax law or by retrenchment
tax by an activity to reduced tax liability by use away alaws and regulation which known as tax avoidance.
<br><br>

With this condition, foundation as a coorporate has the same tax duty with the others needs a planning which
can plan the the tax in the right way where the corporate can plan, implement, evaluate and lastly control tax
duty in the right way.

<br><br>

The objective of thissurvey isto illustrate the tax planning realization of Y ayasan UQ, the relate between
UQ tax planning, laws and tax regulation which than with the tax planning can take minimum tax cost and
the objective of foundation can be reach.

<br><br>

This survey use some theory as basic analisis, they are some concept that related with tax manajemen and
tax planning, the motivation concept for tax planning, tax planning steps and tax planning technique and
practice.

<br><br>

Analisisresult of the survey that Y ayasan UQ found have done tax planning. The tax planning must be
developed remembered source fund in 2005 and 2006 is different. In 2005 there are source fund that can be
taxable while in 2006 there will begin abusiness from an activity and the surplus of the activity will be
taxable.</i>



